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ABSTRAK 
 
ANDI NURUL ULUM (B 121 13 315) , dengan judul “Kewenangan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Wajo Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah”. Dibimbing oleh Syamsul Bachri 
selaku pembimbing I dan Anshori Ilyas selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembagian 
urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Wajo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan 
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian urusan 
pemerintahan konkuren bidang pendidikan  pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo. Adapun yang menjadi lokasi penelitian 
adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan dengan 
mewawancarai langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten 
dan relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan 
memaparkan secara dekskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis 
terhadap data tersebut. 
 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu: Pertama, Pelaksanaan pembagian 
urusan pemerintahan konkuren dibidang pendidikan setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi 
mengurangi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berupa pengalihan manajemen 
pendidikan menengah ke pemerintah daerah provinsi. Namun, pengalihan tersebut 
bertentangan dengan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
provinsi.Kedua, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan 
Dinas Pendidikan yaitu: faktor pendukung berupa pengelolaan manajemen 
pendidikan menjadi lebih fokus dan lebih efisien dan adanya harapan peningkatan 
kesejahteraan bagi guru-guru. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: masih adanya 
kesalahan administrasi, berkurangnya asset, anggaran, dan sumber daya manusia pada 
Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, jauhnya jarak tempuh antara daerah provinsi 
dengan daerah kabupaten.kota, kurangnya integritas Aparatur Sipil Negara, serta 
belum adanya pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan 
sistem desentralisasi dan dekonsentrasi sehingga Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan 
daerah dibagi lagi atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota. Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat 
UUDNRI 1945, dapat dikatakan bahwa Moh. Yamin adalah orang pertama yang 
membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 
1945. Dalam sidang itu Moh. Yamin mengatakan:
1
  
“Negeri, Desa dan segala persekutuan adat yang dibaharui dengan jalan 
rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai 
bagian bawah. Antara bagian Atas dan bagian Bawah dibentuk bagian 
tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan 
urusan Dalam, Pangreh Praja” 
Berdasarkan pendapat dari salah satu tokoh perancang UUDNRI 1945 
tersebut, bahwa Indonesia sebagai Negara kesatuan yang memiliki jumlah 
penduduk yang besar dan dengan keanekaragaman daerah memang membutuhkan 
pengelolaan dan pengaturan khusus di tingkat daerah. Hal ini kemudian dijelaskan 
dalam pasal 18 UUDNRI 1945 mengenai pembagian daerah dalam Negara 
                                                          
1
 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal.1 
2 
 
Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah 
provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. 
Dalam masa pemerintahan Orde Baru, hal itu diwujudkan dengan 
kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. Kemudian lahirlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang ini sudah tidak berlaku karena telah 
digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya dibagi 
menjadi tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah 
pusat (pemerintah), urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
kabupaten/kota.
2
 Urusan pemerintahan diklasifikasikan lebih lanjut dalam pasal 9 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi tiga urusan pemerintahan, yaitu: 
(1) urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya merupakan kewenangan 
pemerintah pusat, (2) urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi dua, 
yaitu urusan pemerintahan konkuren wajib dan urusan pemerintahan konkuren 
pilihan, (3) urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden 
selaku kepala pemerintahan.   
                                                          
2
 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,Sinar Grafika Ofset, Jakarta, 
2012, Hal. 34 
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Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah dapat 
menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan 
pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau 
dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas, 
akuntabilitas, efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan 
pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, 
kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau 
antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis.
3
 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Pasal 9 mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren 
antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam urusan 
konkuren tersebut, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib 
yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. 
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi hidup dan 
kehidupan manusia, karena manusia hadir tidak mempunyai kesanggupan untuk 
mengembangkan dirinya sendiri walaupun mempunyai cukup potensi dan 
kemampuan untuk dikembangkannya. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha 
meningkatkan mutu pendidikan demi tercapainya pembangunan manusia 
seutuhnya yang sehat jasmani, rohani, maupun sosialnya serta tenaga terampil, 
mandiri dan mampu menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupan.  
                                                          
3
 Ibid, Hal. 35 
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Pendidikan sangat penting maka para pendiri Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, merumuskan dalam Pembukaan UUDNRI 1945 alenia keempat; 
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kebangsaan Indonesia itu dalam 
bentuk undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakya dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 
Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh 
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 
mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan 
termaktub tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya 
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti bangsa ini sangat 
menghargai ilmu dan dalam mengakses pendidikan tidak dibeda-bedakan 
terwakili dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya dalam 
proses pendidikan tidak boleh ada diskriminasi harus bersifat adil bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 
Dalam batang tubuh UUDNRI 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan 
bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal tersebut 
diperkuat dengan adanya ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 
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mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Maka dari 
itu keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan lebih luas tentang fungsi dan 
tujuan pendidikan, yang diamanatkan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Dari kedua aturan diatas tentang 
tujuan dan fungsi pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan 
tidak hanya menjadikan anak bangsa yang cerdas, tetapi juga memiliki keimanan 
dan berakhlak mulia. 
Pendidikan merupakan poin pertama dalam pelayanan dasar yang menjadi 
urusan pemerintahan konkuren wajib. Pendidikan termasuk urusan konkuren 
wajib karena diharapkan sesuai dengan isu Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 poin pertama yaitu perluasan 
perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin sehingga sasaran 
tingkat kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2015-2019 dapat tercapai yaitu hanya berkisar 6,5 sampai dengan 8 persen. 
Namun, dari segi konkuren pembagian urusan pemerintahan seringkali 
terdapat masalah antara pusat dan daerah salah satunya dibidang pendidikan. 
Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah maka kewenangan manejemen pendidikan menengah yang 
mulanya dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan ke pemerintah 
daerah provinsi. Setelah adanya pengalihan kewenangan tersebut maka timbul 
perspektif bahwa kedekatan kebijakan yang berusaha diciptakan ke masyarakat, 
seolah-olah dijauhkan kembali dikarenakan ruang lingkup provinsi lebih luas 
daripada kabupaten/kota. Pasalnya, selama ini kewenangan pengelolaan 
manajemen pendidikan menengah yang dilakukan  oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota dianggap tidak memiliki kendala yang berarti. Untuk Kabupaten 
Wajo sendiri, dalam kinerja pendidikan indicator kesetaraan memperoleh layanan 
pendidikan dan indikator kepastian memperoleh layanan pendidikan telah 
mencapai kategori utama yaitu dalam kisaran angka 90.00 sampai 94.99. 
Walaupun salah satu tujuan dari pengalihan wewenang tersebut adalah untuk 
memudahkan pemerintah daerah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan 
pengelolaan pendidikan. Adanya pengalihan kewenangan ini juga bermaksud 
mengurangi pekerjaan rumah pemerintah kabupaten/kota yang dianggap terlalu 
banyak dan berat. Lalu seperti apakah kewenangan pemerintah kabupaten/kota 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah? 
Berdasarkan atas pembahasan tersebut, maka penulis akan melakukan 
penelitian mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang 
pendidikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 
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Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, 
Perincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Pemerintah Kabupaten Wajo. Kemudian penelitian ini berjudul “ Kewenangan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo setelah berlakunya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014” 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis 
memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang 
pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo setelah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? 
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian 
urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan  pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Wajo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembagian urusan 
pemerintahan konkuren bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Wajo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan  
8 
 
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembagian urusan 
pemerintahan konkuren bidang pendidikan  pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Wajo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
2. Dapat memberikam gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan  
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
3. Memberikan sumbangsi pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan 
dibidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pemerintah Daerah 
1. Pengertian Pemerintah Daerah 
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
4
 
Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebelum mengalami perubahan dijelaskan bahwa yang disebut 
Desentralisasi pada Pasal 1 Angka 7 adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan pada Pasal 1 Angka 8 mnjelaskan bahwa yang disebut 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu.  
Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan, Pasal 1 
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Angka 8 mendefinisikan desentralisasi adalah penyerahan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan 
asas otonomi. Dan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa 
dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kedapa gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat,kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 
kepadaa gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum.
5
 Indonesia sebagai negara yang luas, maka 
diperlukan sub national goverment sebagai unit pemerintahan di tingkat 
lokal (daerah) melalui berbagai bentuk pendekatan. 
Pendekatan sentralisasi akan cenderung membentuk unit-unit 
pemerintahan yang sifatnya perwakilan (instansi vertikal) dalam 
menyediakan pelayanan publik di daerah. Pendekatan desentralisasi 
memprioritaskan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. 
Tujuan utama desentralisasi adalah mengatasi perencanaan yang 
sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan pusat dalam 
pembuatan kebijaksanaan di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis 
dan managerial. 
Adapun penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati 
atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur birokratis yang ada di 
daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit 
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kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan 
oleh Sekretariat Daerah.
6
 
 
2. Asas-Asas Pemerintah Daerah 
a) Asas Desentralisasi 
Desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, 
tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto,
7
 
desentralisasi adalahmemberikan wewenang dari pemerintah negara 
kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan 
tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan Amrah 
Muslimin,
8
 mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang 
pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam 
daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan 
Soejito,
9
 mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan 
pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. 
Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 8 mendefinisikan 
desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
                                                          
6
 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal.5 
7
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8
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9
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pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau 
otonomi itu menunjukkan: (1) Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) 
lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi 
dengan cepat; (2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan 
tugas dengan efektif dan lebih efisien; (3) Satuan-satuan desentralisasi 
lebih inovatif; (4) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya 
sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih 
produktif.
10
 
 Adapun hasil-hasil positif dari desentralisasi adalah Pertama, akses 
masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya 
terbagikan) ke dalam sumber-sumber pemerintahan pusat telah 
meningkat. Kedua, desentralisasi telah meningkatkan partisipasi 
dalam sejumlah bidang. Dalam hal ini, desentralisasi memberikan 
tekanan pada lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Akhirnya 
berbagai sumber nasional pun bersedia untuk pembangunan daerah. 
Ketiga, di sejumlah negara peningkatan terjadi dalam kapasitas 
administrasi dan teknik pemerintah/organisasi daerah, meskipun 
peningkatan ini berjalan lambat. Keempat, organisasi-organisasi baru 
telah dibentuk di tingkat regional dan lokal untuk rencanakan dan 
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melaksanakan pembangunan. Semua badan atau organisasi ini telah 
memberikan dampak yang cukup positif. Kelima, perencanaan di 
tingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai satu unsur 
penting dari strategi pembangunan nasional dengan memasukkan 
perspektif-perspektif dan kepentingan baru ke dalam proses 
pembuatan keputusan.
11
 
b) Asas Dekonsentrasi 
Amrah Muslimin
12
 mengartikan, dekonsentrasi ialah pelimpahan 
sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat 
pemerintahan pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan, 
dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada 
pejabat bawahannya sendiri.
13
 Menurut Joeniarto, dekonsentrasi 
adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau 
pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan 
untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.
14
 
Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Pemerintahan 
Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
kedapa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,kepada instansi 
vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepadaa gubernur dan 
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bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan 
umum. 
Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu: (1) dari segi 
wewenang:asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari 
pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk 
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, 
termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada 
tingkat di bawahnya; (2) dari segi pembentuk pemerintah: berarti 
membentuk pemerintah lokal administrasi didaerah, untuk diberikan 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di 
daerah; (3) dari segi pembagian wilayah: asas ini membagi wilayah 
negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau 
akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah 
administratif.
15
 
c) Asas Tugas Pembantuan 
Tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan 
pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur atau 
mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Beda tugas pembantuan 
dengan tugas rumah tangga sendiri, disini urusannya bukan menjdai 
urusan rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah 
pusat atau pemerintah atasannya. Kepada pemerintah lokal yang 
bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja. 
                                                          
15
 Ni’matul Huda, Op.cit., Hal. 312 
15 
 
Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal 
yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas 
kepada penyelenggaraannya saja.
16
 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tugas 
pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah 
otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah 
provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.  
3. Tugas Dan Wewenang 
Tugas dan wewenang merupakan dua hal yang saling berhubungan, 
karena tidak ada tugas yang dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya 
wewenang yang jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tugas dan 
wewenang mempunyai arti sendiri: 
 Tugas mempunyai arti: 
a. Sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; 
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaan 
yang dibebankan. 
b. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu. 
c. Fungsi/jabatan 
d. Fungsi yang boleh dikerjakan 
Wewenang mempunyai arti: 
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a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak 
b. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain. 
c. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan 
Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang 
biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat 
perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut 
“kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau 
legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan 
“wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” tertentu saja dari 
kewenangan. 
Menurut P. Nicolai (1994: 4), wewenang pemerintahan adalah 
kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, 
yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan 
akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat 
hukum (het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechshandelingen is 
handelingen die op rechtsgevolgen gericht zijn en dus ertoe strekken dat 
bepaalde rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Selanjutnya, 
dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya 
hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau 
perbuatan pemerintahan tersebut.
17
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Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka 
berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal 
dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi 
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, 
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut 
diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi,delegasi, mandat.
18
 
Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wiljk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: 
a. Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever 
aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang 
pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ 
pemerintahan). 
b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan 
aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan 
dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
c. Mandaat: een bestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem 
uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan 
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas 
namanya). 
Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang 
pemerintahan yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam 
kaitannya dalam kewenangan perbuatan dan penerbitan keputusan-
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keputusan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada 
keputusan yang bersifat terikat dan bebas yang selanjutnya disebut 
kewenangan diskresi. Adanya kebebasan kebijaksanaan (wewenang 
diskresi dalam art sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan 
wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut 
bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat 
penggunaannya secara sah dipenuhi. 
Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang 
sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara 
nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan. 
Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 
sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.
19
 
Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 
Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam 
wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan 
pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat 
undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada 
kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki 
oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang. 
Hasil produk dari ketiga lembaga Negara tersebut adalah undang-
undang, oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya 
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terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-
bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subordinate 
legislation) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang 
bersangkutan. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut 
mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan 
pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan 
regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian 
kewenangan legislative atau “legislative delegation of rule making 
power”.20 
Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 
alternatif syarat, yaitu
21
: 
a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga 
pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk 
peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan 
yang didelegasikan;  
b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan 
pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang 
didelegasikan; atau  
c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian 
kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk 
undang-undang kepada lembaga penerima delegasi 
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kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang 
mendapat delegasi  
Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada 
dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule-making power). 
Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. 
Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan 
kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk 
mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri.15 Apabila kewenangan 
yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan 
untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (the power of rule-
making atau law-making), maka dengan terjadinya pendelegasian 
kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan 
kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya. 
Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber 
kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu 
organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau 
tanggungjawabnya sendiri mengambil keputusan.
22
 
Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun 
dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam 
arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas. Hal ini dikarenakan 
negara hukum menganut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan 
pemerintahan harus disertai pertanggungjawaban hukum. 
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4. Urusan Pemerintahan 
a) Urusan Pemerintahan Absolut 
Urusan pemerinahan absolut sebagaimana dimaksud pada Pasal 
9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan 
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah 
pusat. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 Ayat 2 meliputi: politik luar negeri, pertahanan , keamanan, 
yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. 
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut 
sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat 1, pemerintah pusat 
melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada 
instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentralisasi. 
 
b) Urusan Pemerintahan Konkuren 
Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara 
pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 9 Ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang 
dibagi antar pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan 
ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.  
22 
 
Konkuren adalah urusan pemerintahan yang penanganannya 
dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama 
antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap 
urusan yang menjadi kewenangan pemerintah ada bagian urusan 
yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang 
diserahkan kepada kepada kabupaten/kota.
23
 
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 
daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan 
pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas 
urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 
urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 
meliputi: pendidikan;  kesehatan; pekerjaan umum dan penataan 
ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, 
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. 
Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; 
administrasi kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan 
masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, 
usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan 
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olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan 
kearsifan. Adapun urusan pemerintah pilihan meliputi: kelautan 
dan perikanan; periwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber 
daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.  
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah 
pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan 
pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta 
kepentingan strategi nasional.  
1. Provinsi 
Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan 
sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada 
dibawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian 
administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai 
oleh seorang gubernur. 
Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah provinsi adalah: urusan pemerintahan yang 
lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; urusan pemerintahan 
yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota; urusan 
pemerintahan yang manfaat dan dampak negatifnya lintas 
daerah kabupaten/kota; dan/atau urusan pemerintahan yang 
sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh 
pemerintah provinsi.  
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Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan 
daerah provinsi diselenggarakan; sendiri oleh daerah provinsi; 
dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas 
tugas pembantuan dan ditetapkan oleh peraturan gubernur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau 
dengan cara menugasi desa. 
2. Kabupaten/Kota 
Pengertian kabupaten adalah pembagian wilayah 
administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh 
seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah 
administratif setelah provinsi adalah kota yang dipimpin oleh 
Walikota. Secara umum, baik kabupaten atau kota memiliki 
wewenang yang sama. Kabupaten bukan bawahan dari 
provinsi maka bupati atau walikota tidak bertanggung jawab 
kepada gubernur. Kabupaten atau kota merupakan daerah 
otonom yang diberi wewenang mengatur urusan 
pemerintahannya sendiri. 
Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota adalah: urusan 
pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; 
urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah 
kabupaten/kota; urusan pemerintahan yang manfaat dan 
dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau 
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urusan pemerintahan yang sumber dayanya lebih efisien 
apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.  
Urusan pemerintahan konkuren yang mejadi kewenangan 
daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh daerah 
kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya 
kepada desa yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
c) Urusan Pemerintahan Umum 
Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur 
bertanggung jawab kepada presiden melali menteri dan 
bupati/walikota bertanggung jawab kepada menteri melalui 
gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Gubernur dan 
bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum 
dibiayai dari APBN. 
Urusan pemerintahan umum meliputi: pembinaan wawasan 
kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan 
pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 
serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh gubernur dan 
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bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing; pembinaan 
persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan oleh gubernur 
dan bupati/walikota dibantu oleh instansi vertikal; pembinaan 
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan 
golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, 
regional, dan nasional; penanganan konflik sosial sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; koordinasi pelaksanaan tugas 
antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan 
daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang 
timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi 
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, 
potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan 
demokrasi berdasarkan pancasila; dan pelaksanaan semua urusan 
pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak 
dilaksanakan oleh instansi vertikal. 
 
d) Urusan Pemerintahan Konkuren dibidang Pendidikan 
Jika menilik sejarah pengaturan pemerintahan daerah, Undang-
Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terbentuk 
untuk merevisi Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 
Tahun 2004. Dalam Naskah Akademik Revisi UU No. 32 Tahun 
2004, dijelaskan bahwa revisi tersebut dilakukan dengan tujuan 
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untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 
2004 terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara 
kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara 
pemerintah dengan warga dan kelompok madani. Praktek 
penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dinilai belum 
sepenuhnya menjamin terwujudnya NKRI yang desentralistis dan 
mampu menjamin adanya hubungan yang harmonis dan sinergik 
antar-tingkatan dan susunan pemerintahan. 
Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang 
pendidikan. Bidang pendidikan termasuk urusan pemerintahan 
konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah 
pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Dalam 
urusan konkuren tersebut, pendidikan merupakan salah satu urusan 
pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan 
daerah. Terkait dengan pengalihan kewenangan pendidikan 
menengah dari kabupaten/kota ke provinsi telah diatur dalam 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 
Pasal 15 dan Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. 
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Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 
1. Manajemen Pendidikan a. Penetapan standar nasional 
pendidikan. 
 b. Pengelolaan pendidikan tinggi. 
a. Pengelolaan pendidikan 
menengah.  
b. Pengelolaan pendidikan khusus. 
a. Pengelolaan pendidikan 
dasar.  
b. Pengelolaan pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan 
nonformal. 
2. Kurikulum Penetapan kurikulum nasional 
pendidikan menengah, pendidikan 
dasar, pendidikan anak usia dini, dan 
pendidikan nonformal. 
Penetapan kurikulum muatan lokal 
pendidikan menengah dan muatan 
lokal pendidikan khusus. 
Penetapan kurikulum muatan 
lokal pendidikan dasar, 
pendidikan anak usia dini, 
dan pendidikan nonformal. 
3. Akreditasi  Akreditasi perguruan tinggi, 
pendidikan menengah, pendidikan 
dasar, pendidikan anak usia dini, dan 
pendidikan nonformal. 
--- --- 
4. Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
a. Pengendalian formasi pendidik, 
pemindahan pendidik, dan 
pengembangan karier pendidik. b. 
Pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan lintas Daerah provinsi. 
Pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan lintas Daerah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
Daerah provinsi. 
Pemindahan pendidik dan 
tenaga kependidikan dalam 
Daerah kabupaten/kota. 
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Kewenangan manajemen pendidikan menengah yang 
sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004, dialihkan ke provinsi berdasarkan 
Undang-Undang Pemda terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2014. Dapat dilihat juga bahwa pelimpahan kewenangan 
pendidikan menengah yang sebelumnya dilakukan oleh 
kabupaten/kota sebenarnya telah merepresentasikan adanya 
kebijakan desentralisasi pendidikan itu sendiri. Akan tetapi dengan 
adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi 
menimbulkan perspektif bahwa kedekatan kebijakan yang berusaha 
diciptakan ke masyarakat, seolah-olah dijauhkan kembali rentang 
kendalinya karena ruang lingkup provinsi lebih luas daripada 
kabupaten/kota. Walaupun salah satu tujuan dari pengalihan 
kewenangan tersebut adalah untuk memudahkan pemerintah 
provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. 
Selain itu, jika desentralisasi pemerintahan sebagian besar tetap 
diberikan kepada kabupaten/ kota maka penerapan prinsip 
subsidiaritas harus menjadi pertimbangan utama dalam melakukan 
pembagian urusan pemerintahan. Pertimbangannya adalah yang 
paling dekat dengan masyarakat adalah yang paling tahu tentang 
kebutuhan masyarakat, memudahkan partisipasi masyarakat, dan 
pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraannya. Prinsip 
subsidiaritas tersebut mendorong pelimpahan wewenang dari pusat 
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ke daerah dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam 
penggunaan kewenangan. Untuk itu, kriteria dan prinsip dalam 
pembagian urusan perlu dirumuskan dengan jelas dan dimasukkan 
dalam konstitusi sehingga tidak mudah diubah untuk kepentingan 
sempit dan jangka pendek. Hal ini diharapkan mampu 
mempercepat terwujudnya democratic governance pada tingkat 
lokal dan good governance secara keseluruhan. 
Pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari 
kabupaten/kota kepada provinsi tersebut juga berdampak kepada 
penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen. Adapun 
Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dan 
memberikan masukan kepada pemerintah, menilai terdapat 6 
(enam) masalah krusial terkait alih kewenangan tersebut 
diantaranya; Pertama, penempatan kepala sekolah, seleksi 
pengawas, birokrasi pendidik, dan tenaga kependidikan. Kedua, 
dana APBD untuk Pendidikan. Ketiga, SMA/SMK gratis. Keempat, 
sekolah swasta. Kelima, dana pendidikan dari masyarakat. Dan 
yang keenam, yaitu pendidikan keluarga. Oleh karena itu, 
pemerintah provinsi harus membuat perencanaan yang matang 
terkait transisi pengalihan kewenangan pendidikan menengah 
tersebut.
24
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 Devi Sendhikasari, “Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari 
Kabupaten/Kota Ke Provinsi”. Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. VIII, No. 
07/I/P3DI/April/2016, Hal. 19 
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C. Teori Kewenangan 
 Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 
ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 
disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 
dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering 
disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan 
dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 
diperintah.
25
 
 Menurut Philipus M. Hadjon pengertian kewenangan, yaitu: “istilah 
wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah bevoegheid dalam 
istilah Hukum Belanda. Kalau dilakukan pengkajian secara cermat, ada perbedaan 
istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah bevoegheid. Perbedaan dalam 
karakter hukumnya, istilah bevoegheid digunakan baik dalam konsep hukum 
privat maupun dalam konsep hukum publik. Sedangkan dalam konsep Hukum 
Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan digunakan dalam konsep hukum 
publik. Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (bevoegheid) dideskripsikan 
sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi, dalam konsep hukum publik, 
wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang 
merupakan konsep dalam hukum publik”.26 Dalam aspek hukum administrasi 
Negara, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari wewenang 
yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah. Prajudi Atmosudirjo membedakan 
antara wewenang (competence) dan kewenangan (authority) yang dalam hukum 
                                                          
25
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998, Hal. 35-
36 
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 Phi;ipus M. Hadjon, Op.cit., Hal. 105 
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administrasi dibedakan pengertiannya, walaupun dalam praktek perbedan itu tidak 
terlalu dirasakan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang 
berasal dari kekuasaan legislative (diberikan oleh undang-undang). Sedangkan 
wewenang adalah pendelegasian sebagian kekuasaan untuk melakukan sesuatu 
tindakan hukum.
27
  
 Dalam kekuasaan hukum administrasi Belanda, masalah wewenang selalu 
menjadi bagian yang penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena 
objek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan (bestuurs 
bevoegheid).
28
 Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep 
inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata Negara, 
wewenang (bevoegheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). 
Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan hukum. 
 Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena 
kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan 
formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, 
kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. 
29
 
 Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara 
dalam keadaaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat 
berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. 
Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam 
                                                          
27
 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, Hal. 29 
28
 Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Gadjah 
Mada University Press, 2011, Hal. 10 
29
 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1998, 
Hal. 37-38 
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Budihardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk 
mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa 
sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau 
Negara. 
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 Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ 
sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten 
complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung 
hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.
31
 Dengan 
demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, 
sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu 
dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi 
(inkostitusional), misalnya melaui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan 
jelas bersumber dari konstitusi. 
 Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah 
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan 
istilah bevoegheid dalam istilah hukum Belanda 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, 
yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi unruk melihat ketentuan-
ketentuan hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di 
lingkungan masyarakat. 
B. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Daerah Kabupaten Wajo dengan 
sasaran penelitian yaitu  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo dan guru 
Sekolah Menegah Atas yang terkait dalam penelitian ini.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulan data yang digunakan 
adalah: 
1. Untuk mengumpulkan data primer, yaitu pengumpulan datanya 
penulis lakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya 
jawab secara langsung dengan responden/narasumber dan beberapa 
pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. 
2. Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu pengumpulan datanya 
penulis lakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, 
dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para 
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sarjana,kamus-kamus, serta mempelajari peraturan perundang-
undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini. 
D. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1. Data primer, yaitu 
Data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan atau dari 
lokasi penelitian yaitu jenis penelitian studi lapangan, dalam hal ini 
adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo dan  guru Sekolah 
Menengah Atas yang terkait dalam penelitian ini. 
2. Data sekunder, yaitu 
Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendukung dan 
melengkapi data primer dan berhubungan langsung dengan masalah 
penelitian. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, dan lain-lainnya. 
E. Analisis Data 
Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, penulis akan 
menganalisis data dengan mempergunakan analisis dekskriptif kualitatif, yaitu 
suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai 
wewenang dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo menurut peraturan 
yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ditemukan di 
lapangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
  Kabupaten Wajo adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Kabupaten Wajo dengan ibukotanya Sengkang, terletak 
dibagian tengah provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari ibukota 
provinsi, memanjang pada arah laut tenggara, dengan posisi geografis 3
◦ 
39
◦
 – 4◦ 
16
◦
 LS dan 119
◦
 53
◦
 – 120◦ 27◦ BT. Adapun batas wilayah Kabupaten Wajo 
sebagai berikut: 
Sebelah utara: Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap 
Sebelah selatan: Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng 
Sebelah timur: Teluk Bone 
Sebelah barat: Kabupaten Soppeng dan Kabupeten Sidrap 
  Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.056,19 km
2 
dan berpenduduk 
sebanyak kurang lebih 400.000 jiwa. Kabupaten Wajo terdiri dari 14 kecamatan 
dan 176 kelurahan.
32
 
  Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat disdik 
adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta 
mendapatkan pembinaan secara teknis administratif dari Sekretaris Daerah. Dinas 
Pendidikan Kabupaten Wajo berlokasi di jalan Jend. Akhmad Yani nomor 27 
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Sengkang Telp. 0485-21566 FAX. 0485-324298. Dinas Pendidikan  mempunyai 
tugas membantu pimpinan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah 
kabupaten. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala 
Sub Bagian  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip hierarki dan koordinasi. 
  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan berpedoman 
pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan 
Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Wajo dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 
  Dalam bidang pendidikan, Kabupaten Wajo memiliki sekolah yang 
kemudian dikategorikan menjadi:  
(1) Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUDN); 
(2) Taman Kanak-kanak (TK); 
(3) Raudlatul Atfal(RA)/Bustanul Atfal(BA); 
(4) Sekolah Dasar (SD); 
(5) Madrasah Ibtidaiyah (MI); 
(6) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
(7) Madrasah Tsanawiyah (MTs); 
(8) Sekolah Menegah Atas (SMA); 
(9) Madrasah Aliyah (MA); 
(10) Sekolah Menegah Kejuruan (SMK); 
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(11) Sekolah Menengah Luar Biasa.  
  Namun setelah adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah maka manajemen pendidikan menengah yang mulanya 
dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dialihkan ke pemerintah daerah 
provinsi. Hal ini ditandai adanya Surat Keputusan peralihan per Oktober 2016 
dengan dimulainya pengumpulan berkas data seluruh guru sekolah menengah dan 
sederajat di kabupaten oleh pemerintah provinsi. Meskipun Surat Keputusan 
peralihan berlaku per Oktober 2016 akan tetapi Kabupaten Wajo menerima Surat 
Keputusan peralihan per Januari 2017 Hal ini juga ditandai dengan pengelolahan 
gaji berkala, kenaikan pangkat, dan tunjangan guru sekolah menengah kabupaten 
ditangani langsung oleh pemerintah provinsi per 1 Januari 2017. 
  Untuk kategori Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal terbagi lagi 
menjadi beberapa jenis yaitu Lembaga PAUD Kelompok Belajar dengan jumlah 
sekolah sebanyak 168 sekolah yang bisa menampung peserta didik sebanyak  
3.465 orang dan jumlah tutor sebanyak 467 orang, Lembaga PAUD Tempat 
Penitipan Anak dengan jumlah lembaga sebanyak 5 lembaga dengan jumlah 
peserta didik sebanyak 56 orang dan jumlah tutor sebanyak 12 orang, Lembaga 
PAUD Satuan PAUD Sejenis tanpa peserta didik namun memiliki 5 tutor, 
Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebanyak 9 titik, Lembaga Taman 
Bacaan Masyarakat sebanyak 1 lokasi, Pendidikan Berkelanjutan Lembaga 
Kursus dengan jumlah 11 lembaga dan 34 orang tutor, Pendidikan Berkelanjutan 
Kelompok Belajar Program Keluarga Harapan, Pendidikan Berkelanjutan 
Kelompok Belajar Usaha, Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, 
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C dengan jumlah 16 kelompok dengan jumlah peserta didik sebanyak 582 orang 
dan jumlah tutor sebanyak 97 orang, dan Kelompok Belajar Pendidikan 
Keaksaraan dengan jumlah 20 kelompok belajar dengan jumlah peserta didik 
sebanyak 200 orang dengan jumlah tutor sebanyak 20 orang.
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  Untuk kategori Taman Kanak-kanak dengan jumlah 4 sekolah yang 
tergolong menjadi Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri dan sebanyak 172 sekolah 
yang tergolong Sekolah Taman Kanak-kanak Swasta. Siswa Taman Kanak-kanak 
dibagi menurut Kelompok A sebanyak 3.054 peserta didik dan Kelompok B 
sebanyak 4.161 peserta didik dengan jumlah tutor keseluruhan sebanyak 530 
orang. Adapun jumlah keseluruhan ruang kelas adalah 373 kelas dengan fasilitas 
sekolah berupa 25 ruang perpustakaan, 122 toilet, 40 ruangan yang menyediakan 
air bersih, dan 31 ruangan yang memiliki aliran listrik.
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  Untuk kategori Raudlatul Atfal (RA)/ Bustanul Atfal (BA) dengan jumlah 
sebanyak 39 sekolah yang merupakan sekolah Raudlatul Atfal (RA)/ Bustanul 
Atfal (BA) yang berstatus swasta yang juga siswanya dibagi menurut kelompok A 
dengan jumlah peserta didik sebanyak 759 orang dan kelompok B sebanyak 880 
orang dengan jumlah keseluruhan tutor sebanyak 137 orang. Adapun jumlah 
keseluruhan ruang kelas adalah 113 kelas dengan fasilitas sekolah berupa 16 
ruang perpustakaan, 39 ruang toilet, 28 ruangan yang menyediakan air bersih, dan 
31 ruangan yang memiliki aliran listrik.
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  Untuk kategori Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 386 sekolah yang 
termasuk kategori Sekolah Dasar yang berstatus negeri dan sebanyak 12 sekolah 
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yang termasuk kategori Sekolah Dasar yang berstatus swasta dengan rincian 
sekolah terakreditasi A sebanyak 42 sekolah, sekolah terakreditasi B sebanyak 
301 sekolah, dan sekolah terakreditasi C sebanyak 52 sekolah. Untuk menunjang 
proses belajar-mengajar di Sekolah Dasar terdaftar sebanyak 2.184 pendidik 
dengan status kepegawaian PNS dan sebanyak 1.598 pendidik dengan status 
kepegawaian non-PNS. Adapun jumlah ruang kelas keseluruhan Sekolah Dasar 
sebanyak 2.399 ruang kelas dengan fasilitas sekolah 288 ruang perpustakaan, 130 
ruang UKS, 347 tempat olahraga, 790 toilet sekolah, dan 329 ruangan yang 
menyediakan air bersih.
36
 
  Untuk kategori Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan jumlah sebanyak 4 
sekolah yang tergolong Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berstatus negeri dan 
sebanyak 34 sekolah yang tergolong Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berstatus 
swasta dengan jumlah rincian sekolah yang terakreditasi A sebanyak 5 sekolah, 
sekolah dengan akreditasi B sebanyak 17 sekolah, dan sekolah yang terakreditasi 
C sebanyak 9 sekolah. Namun adapula sebanyak 7 Madrasah Ibtidaiyah yang 
belum memiliki akreditasi. Adapun jumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 
3.915 peserta didik dengan jumlah pendidik sebanyak 94 orang yng terdaftar 
sebagai PNS dan sebanyak 256 pendidik yang memiliki status kepegawaian non-
PNS. Madrasah Ibtidaiyah memiliki 231 ruang kelas, 27 ruang perpustakaan, 25 
ruang UKS, 6 ruang computer, 16 tempat olahraga, 81 ruang toilet, dan 36 ruang 
yang menyediakan air bersih.
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  Untuk kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 
sebanyak 82 sekolah yang tergolong menjadi status Sekolah Menengah Pertama 
negeri dan sebanyak 3 sekolah yang berstatus Sekolah Menengah Pertama swasta 
dengan perincian sekolah terakreditas A berjumlah 31 sekolah, sekolah dengan 
akreditasi B sebanyak 35 sekolah, sedangkan yang berakreditasi C sebanyak 6 
sekolah, dan sebanyak 13 sekolah belum memiliki akreditasi. Sebanyak 4.562 
peserta didik terdaftar sebagai siswa baru tahun ajaran 2016/2017 yang berasal 
dari Sekolah Dasar sebanyak 4.365 peserta didik dann 197 peserta didik yang 
berasal dari Madrasah Ibtidaiyah. Untuk menunjang proses belajar mengajar, 
sebanyak 1.196 tenaga pengajar yang terdiri dari 777 berstatus PNS dan 419 yang 
berstatus non-PNS siap mengabdi tana pamrih. Adapun gambaran mengenai 
kondisi sekolah yaitu sebanyak 595 ruang kelas, 63 ruang perpustakaan, 44 ruang 
UKS, 74 tempat olahraga, 60 ruang laboratorium IPA, 21 laboratorium 
multimedia, 294 toilet, 73 ruangan yang mmenyediakan air bersih, dan 82 ruangan 
yang memilki aliran listrik.
38
  
     Untuk kategori Madrasah Tsanawiyah (MTs), terdapat 30 sekolah yang 
terbagi menjadi 1 sekolah yang berstatus negeri dan 29 sekolah yang berstatus 
swasta dengan rincian akreditasi B sebanyak 7 sekolah, akreditasi C sebanyak 11 
sekolah, dan sebanyak 12 sekolah belum memiliki akreditasi. Jumlah siswa baru 
pada tahun ajaran 2016/2017 adalah sebanyak 2.063 peserta didik dengan jumlah 
sebanyak 216 pendidik sudah memiliki sertifikasi dan sebanyak 288 pendidik 
yang belum memiliki sertifikasi. Madrasah Tsanawiyah memilki fasilitas sekolah 
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antara lain; 231 ruang kelas, 28 ruang perpustakaan, 25 ruang UKS, 20 ruang 
komputer, 14 ruang tempat olahraga, 11 ruangan laboratorium IPA, 2 ruangan 
laboratorium multimedia, 95 toilet, 27 ruangan yang menyediakan air bersih, dan 
30 ruangan yang memilki aliran listrik.
39
  
  Dan untuk kategori terakhir yaitu Sekolah Luar Biasa, di Kabupaten Wajo 
hanya memiliki 1 tingkatan saja yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa dengan jumlah 
siswa sebanyak 44 peserta didik dan jumlah pendidik sebayak 19 pendidik dengan 
status kepegawaian 12 diantaranya terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 7 
pendidik lainnya terdaftar sebagai non-PNS. Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa ini 
memiliki 7 ruang kelas dengan perincian 3 kelas dengan kondisi baik, 3 kelas 
dengan kondisi rusak ringan, dan ada 1 kelas dengan kondisi rusak berat.
40
 
  Adapun jumlah keseluruhan sekolah yang ditangani Dinas Pendidikan 
Kabupaten Wajo per kecamatan adalah sebagai berikut:   
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JUMLAH KESELURUHAN SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO PER KECAMATAN
BERDASARKAN DATA PROFIL DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016-2017
KB TPA SPS JUMLAH L.KURSUS KB PKH KB KBU PAKET A PAKET B PAKET C JUMLAH
1 Sabbangparu 12 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14 29 3 5 3 0
2 Tempe 18 3 0 21 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 29 39 5 10 5 1
3 Pammana 12 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 14 39 3 7 4 0
4 Bola 13 1 0 14 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 5 29 0 5 0 0
5 Takkalalla 9 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 8 26 2 7 0 0
6 Sajoanging 6 0 0 6 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 14 20 0 6 0 0
7 Majauleng 16 0 0 16 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 15 39 2 7 3 0
8 Tanasitolo 14 0 0 14 2 0 0 0 0 0 2 1 3 4 2 18 34 2 6 2 0
9 Belawa 9 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 36 13 7 5 0
10 Maniangpajo 10 0 0 10 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9 16 0 4 0 0
11 Keera 6 0 0 6 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 11 23 0 5 0 0
12 Pitumpanua 19 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 12 33 8 6 7 0
13 Gilireng 15 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 0 5 0 0
14 Penrang 9 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 19 0 5 1 0
168 5 0 173 19 1 11 0 0 3 7 6 16 20 39 176 398 38 85 30 1
Keterangan: Sumber data: Data dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Tahun 2016/2017Keterangan:
KB: Kelompok Bermain P. Keaksaraan: Pendidikan Keaksaraan
TPA: Tempat Penitipan Anak RA/BA: Raudlatul Atfal/ Bustanul Atfal
SPS: Satuan PAUD Sejenis TK: Taman Kanak-Kanak
L. PKBM: Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat SD: Sekolah Dasar
L.TBM: Lembaga Taman Bacaan Masyarakat MI: Madrasah Ibtidaiyah
L. Kursus: Lembaga Kursus SMP: Sekolah Menengah Pertama
KB PKH: Kelompok Belajar Program Keluarga Harapan MTs: Madrasah Tsanawiyah
KB KBU: Kelompok Belajar Usaha SLB: Sekolah Luar Biasa
MTS SLBKECAMATANNO.
Jumlah 
P.KEAKSARAAN RA/BA TK SD MI SMP
LEMBAGA PAUD
L. PKBM L. TBM
PENDIDIKAN BERKELANJUTAN KB PENDIDIKAN KESETARAAN
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 Adapun dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kelompok belajar 
per 14 kecamatan adalah sebanyak 168 lembaga. Jumlah tempat penitipan anak 
per 14 kecamatan sebanyak 5 lembaga. Dan jumlah keseluruhan lembaga 
Pendidikan Anak Usia Dini per 14 kecamatan di Kabupaten Wajo adalah 
sebanyak 173 lembaga. 
  Untuk jumlah lembaga pusat kegiatan masyarakat per 14 kecamatan 
adalah sebanyak 19 lembaga. Jumlah taman bacaan masyarakat per 14 kecamatan 
sebanyak 1 lembaga. Adapun untuk pendidikan berkelanjutan jumlah lembaga 
kursus per 14 kecamatan sebanyak 11 lembaga. Sedangkan untuk kelompok 
belajar Program Keluarga Harapan dan kelompok Belajar Usaha belum tersedia di 
Kabupaten Wajo.  
  Untuk kelompok belajar pendidikan kesetaraan, jumlah keseluruhan 
Pakaet A per 14 kecamatan sebanyak 3 lembaga, jumlah Paket B per 14 
kecamatan sebanyak 7 lembaga, dan jumlah Paket C per 14 kecamatan sebanyak 6 
lembaga. Adapun jumlah keseluruhan kelompok belajar pendidikan kesetaraan per 
14 kecamatan sebanyak 16 lembaga. Dan untuk pendidikan keaksaraan, jumlah 
per 14 kecamatan sebanyak 20 buah lembaga. 
  Untuk Raudlatul Atfal/Bustanul Atfal jumlah keseluruhan per 14 
kecamatan sebanyak 39 sekolah. Untuk Taman Kanak-Kanak jumlah keseluruhan 
per 14 kecamatan sebanyak 176 sekolah. Untuk Sekolah Dasar jumlah 
keseluruhan per 14 kecamatan adalah sebanyak 398 sekolah. Untuk Madrasah 
Ibtidaiyah jumlah keseluruhan per 1 kecamatan sebanyak 38 sekolah. Untuk 
Sekolah Menengah Pertama jumlah keseluruhan per 14 kecamatan sebanyak 85 
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sekolah. Untuk Madrasah Tsanawiyah jumlah keseluruhan per 14 kecamatan 
sebanyak 30 sekolah. Dan untuk Sekolah Luar Biasa jumlah keseluruhan per 14 
kecamatan hanya tersedia 1 sekolah saja. 
  
B. Pelaksanaan  Kewenangan Urusan Konkuren Dibidang Pendidikan Pada 
Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo 
  Pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo sudah sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah pada Pasal 9 yang kemudian dijelaskan lebih rinci pada Lampiran 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian I 
Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota point A mengenai Pembagian 
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. 
  Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
diatur dengan jelas bahwa salah satu kewenangan dinas pendidikan kabupaten 
dalam sub urusan manajemen pendidikan hanya mengatur pengelolaan pendidikan 
dasar dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan nonformal. Kewenangan 
pengelolaan manajemen pendidikan menengah yang awalnya dikelola oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota telah diambil alih oleh pemerintah daerah 
provinsi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Wajo bapak Jasman Juanda yang ditemui pada hari Rabu, 
25 Januari 2017. Beliau mengungkapkan bahwa “betul bahwa kami tidak lagi 
mengurusi Sekolah Menengah Atas karena sudah dialihkan kepada provinsi”. 
46 
 
Beliau juga menambahkan bahwa “pertengahan tahun 2016 kemarin guru-guru 
Sekolah Menengah Atas sudah mulai mengumpulkan berkas-berkas yang 
diperlukan untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi”.41 Pengalihan 
kewenangan ini dilakukan secara bertahap dimulai dari administrasi, sumber daya 
manusia, asset, dan yang paling krusial yaitu anggaran. 
  Pengalihan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah 
dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi merupakan 
salah satu kewajiban desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah 
provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan 
pendidikan dalam rangka good governance. Namun, saat ditanyai pendapat 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo bapak Jasman Juanda beliau kurang 
sepakat dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut. Beliau  mengungkapkan 
bahwa “sebenarnya pengalihan kewenangan Sekolah Menangah Atas ke provinsi 
itu kurang efektif karena kan yang lebih tau kondisi sekolah di kabupaten ya kita 
orang yang di kabupaten. Ini ibaratnya anak kita yang dikelola sama tantenya. 
Kita orang kabupaten sebagai orang tuanya dan provinsi sebagai tantenya”. 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo beranggapan bahwa lebih efektif jika 
kewenangan Sekolah Menengah Atas tetap dikelola oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota. 
   Jika melihat sejarah perkembangan pengaturan pemerintah daerah, 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lahir untuk merevisi undang-undang 
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pemerintah daerah sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Dalam naskah akademik revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa 
revisi tersebut untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 mengenai konsep kebijakan desentralisasi dalam Negara 
kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan 
pemerintah daerah, dan hubungan pemerintah dengan warga dan kelompok 
madani. Pelaksanaan pemerintah daerah juga dinilai belum sepenuhnya menjamin 
terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang desentralis yang mampu 
menjamin adanya hubungan yang harmonis dan sinergik antar tingkatan dan 
susunan pemerintahan. 
  Terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi tersebut, sebagaimana 
dinyatakan dalam UUDNRI 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A, Indonesia menganut 
sistem pemerintahan dengan susunan ganda (multi-tiers government). Pilihan 
untuk memiliki multi-tiers government dapat dijustifikasikan dari adanya 
comparative advantages dari keberadaan pemerintah daerah provinsi dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota mengingat tidak semua urusan yang 
didesentralisasikan dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh kabupaten/kota. 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kabupaten Wajo Bapak Jasman Juanda 
mengemukakan bahwa “selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo dalam 
mengurusi Sekolah Menengah Atas tidak ada kok ditemukan kendala yang 
berarti”.42 Beliau berharap kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan 
menengah dikembalikan kepada pemerintah daerah yang lebih paham betul 
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mengenai kondisi daerahnya. Di negara-negara kesatuan, umumnya desentralisasi 
pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota apalagi 
terkait dengan masalah penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak dasar.  
  Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu 
pemerintahan dan pembangunan yang perlu didesentralisasikan agar pendidikan 
tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan dibidang 
pendidikan merupakan salah satu bentuk desentralisasi pendidikan. Desentralisasi 
pendidikan diharapkan menjadi suatu system manajemen yang dapat mewujudkan 
pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. Adapun 
pemahaman praktikal desentralisasi pendidikan adalah mengurangi beban dan 
campur tangan pemerintah pusat atas hal-hal yang sudah dan dapat dilakukan oleh 
pemerintah daerah, sesuai prinsip subsidiaritas. 
  Namun, jika kembali melihat pengertian urusan pemerintahan konkuren 
pada Pasal 9 Ayat 3 adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kemudian 
dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 13 ayat 3 yang berbunyi “Berdasarkan prinsip 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Provinsi adalah: (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya 
lintas Daerah kabupaten/kota; (b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya 
lintas Daerah kabupaten/kota; (c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau 
dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau (d) Urusan 
Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan 
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oleh Daerah Provinsi. Dari uraian diatas, jelas bahwa kewenangan manajemen 
pendidikan menengah tidak memenuhi kriteria urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah provinsi. Hal ini dikarenakan kewenangan manajemen 
pendidikan menengah memiliki lokasi, penggunaan, manfaat dan dampak 
negatifnya yang tidak lintas daerah kabupaten/kota. Jadi, adanya pengalihan 
kewenangan manajemen pendidikan menengah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan 
undang-undang itu sendiri. 
      Selain pelaksanaan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan 
menengah yang beralih ke provinsi, kewenangan dinas pendidikan kabupaten 
tidak ada lagi yang berubah. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati Wajo tidak ada yang berubah. Ketika dimintai pendapat, Kepala Dinas 
Kabupaten Wajo Bapak Jasman Juanda mengutarakan “kalau kewenangan yang 
lain tidak ada yang berubah hanya Sekolah Menengah Atas saja yang 
dihilangkan”.43 Beralihnya kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan 
menengah berimbas pada berkurangnya pekerjaan rumah Dinas Pendidikan 
Kabupaten Wajo. Kepala Dinas Kabupaten Wajo Bapak Jasman Juanda 
membenarkan bahwa berkurangnya pekerjaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten 
Wajo. Beliau mengatakan “adanya pengalihan kewenangan ini yang berkurang 
hanya jumlah yang akan diatur tapi kalau berbicara sub urusan semuanya tetap 
sama saja. Ada atau tidaknya pengalihan kewenangan pengelolaan Sekolah 
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Menengah Atas kita tetap bekerja secara efektif”.44 Dengan adanya pengalihan 
kewenangan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo tetap akan bekerja secara 
professional sehingga kewenangannya tetap berjalan efektif. 
  Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Wajo bapak 
Jasman Juanda, penulis mengambil kesimpulan bahwa kewenangan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Wajo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berubah hanya pengalihan 
kewenangan manajemen pendidikan menengah yang diambil alih oleh provinsi. 
Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo tetap sama seperti sebelum 
adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
  Jika melihat pengalihan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan 
menengah pada mulanya tidak sesuai dengan prinsip pembagian urusan 
pemerintahan konkuren. Prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren 
terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Prinsip pembagian urusan pemerintahan ada 4 yaitu, 
akuntabilitas, efesiensi, eksternalitas, dan strategi nasional. Adanya jarak yang 
harus ditempuh dari kabupaten ke provinsi dianggap tidak sesuai dengan prinsip 
efisiensi. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah kebijakan pembentukan 
Unit Pelaksana Tugas Daerah yang ditempatkan di tiap-tiap kabupaten. 
  Adanya pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah 
menimbulkan pro dan kontra. Kepala Dinas Kabupaten Wajo bapak Jasman 
Juanda, memilih kontra terhadap kewenangan ini. Beliau memilih kontra karena 
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menganggap yang berhak dan lebih tau mengenai kondisi Sekolah Menengah Atas 
adalah Dinas Pendidikan Kabupaten itu sendiri. Selain itu, beliau juga 
menambahkan “jarah yang ditempuh dari kabupaten ke provinsi juga jauh. Dari 
Sengkang ke Makassar bisa ditempuh dengan jalur darat saja dengan memakan 
waktu 5-6 jam perjalanan. Bayangkan bagaimana jauhnya dengan kabupaten lain 
misalnya Kabupaten Luwu”.45 Adanya jarak yang harus ditempuh merupakan 
salah satu kendala yang ditemui karena adanya pengalihan kewenangan ini. 
  Adapula beberapa pihak yang pro terhadap pengalihan kewenangan ini. 
Salah satu yang sempat penulis wawancarai adalah salah seorang guru Sekolah 
Menengah Atas yang merasakan langsung kondisi pengalihan kewenangan 
manajemen pendidikan menengah. Andi Sulfida mengungkapkan bahwa 
“sebenarnya saya belum bisa kasi alasan karena terlalu cepat menilai kinerja 
provinsi yang baru 3 bulan berjalan. Tapi sejauh ini setelah adanya audience 
dengan Kepala Dinas Provinsi kayaknya kedepannya bagus kesejahteraan untuk 
guru”.46 Beliau juga menambahkan bahwa “kan kita kalo di provinsi dapat uang 
pakasi terus sekarang sudah ada perumahan khusus guru yang bekerjasama 
dengan kementrian perumahaan”.47 Adanya perumahan khusus guru ini 
merupakan kabar baik bagi para guru di Kabupaten. Pasalnya, menurut kabar-
kabar yang beredar, pengurusan berkas di kabupaten sering terjadi praktik 
pungutan liar. Andi Sulfida juga menjelaskan bahwa “saya masih bisa maklum 
mengenai keterlambatan gaji pada 2 bulan pertama. Namanya juga masih dalam 
masa peralihan. Apalagi kemarin belum ada Unit Pelaksana Tugas Daerah di 
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kabupaten. Tapi memasuki bulan ketiga ini, Kepala Dinas Provinsi sudah 
memulai kunjungan ke daerah kabupaten bahkan sempat singgah di sekolahku 
yang notabenenya letaknya di kecamatan. Terus sekarang sudah ada Unit 
Pelaksana Tugas Daerah untuk Kabupaten Wajo yang letakknya disamping Sallo 
Mall Sengkang”.48 Dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan manajemen 
pendidikan menengah yang diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi yang 
berjalan selama 3 bulan ini sudah mengambil hati guru-guru Sekolah Menengah 
Atas. 
  Adapun kendala yang sering dihadapi ketika mengurus berkas di 
kabupaten adalah seringnya terjadi politik jabatan dan praktik pungutan liar. Hal 
ini diakui oleh Andi Sulfida yang mengatakan “kalau di kabupaten kita terlalu di 
dikte dan terkadang kita takut-takut juga karena bupati biasa mutasi-mutasi 
politik”.49 Namun ada juga kekhawatiran guru-guru Sekolah Menengah Atas 
ketika kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah diambil alih 
oleh provinsi yaitu jika terjadi pemerataan guru. Ini berarti akan ada guru 
kabupaten yang harus dimutasi ke kabupaten lain.  
  Selain pengalihan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan 
menengah yang dialihkan ke pemerintah provinsi, pada bagian I Matriks 
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota point A mengenai Pembagian Urusan 
Pemerintahan Bidang Pendidikan juga mengatur sub urusan yang lain yaitu: 
manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga pendidik, 
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perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.. Adapun manajemen 
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dijelaskan lebih lanjut pada 
bagian II lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah. 
  Pada bagian II lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa substansi urusan yang dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut di atas 
termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana 
dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam 
penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, 
penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam 
substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-
masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam 
matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen 
dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi 
kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak 
lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan 
pemerintahan tersebut. 
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  Dalam matriks Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 6 
(enam) sub Urusan Pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, 
akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa 
dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang merupakan 
substansi Urusan Pemerintahan adalah sub urusan manajemen pendidikan; 
kurikulum; perizinan pendidikan; dan bahasa dan sastra, sedangkan yang 
merupakan unsur manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga 
kependidikan dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan 
akreditasi. 
  Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang 
merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai 
berikut: 
1. Sub urusan manajemen pendidikan: 
a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 
b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi 
kewenangan Daerah Provinsi; dan 
c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan 
nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 
2. Sub urusan kurikulum: 
a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, 
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat; 
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b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal 
pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan 
c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia 
dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten/kota. 
3. Sub urusan perizinan pendidikan: 
a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat 
dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat; 
b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat 
dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh 
masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan 
c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan 
penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten/kota. 
4. Sub urusan bahasa dan sastra: 
a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah 
Pusat; 
b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan 
c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah 
kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 
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  Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen 
pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan 
yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. 
Namun karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan 
telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh 
jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara 
nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan 
Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan 
termasuk unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan menjadi 
kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali 
pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional karena dalam 
matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat. 
  Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo dalam melaksanakan kewenangannya 
mengurusi sub urusan pemerintahan bidang pendidikan harus berpedoman pada 
ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berupa ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini diatur dalam 
Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang norma, standar, 
prosedur, dan kriteria harus terbit paling lambat 2 tahun terhitung sejak peraturan 
pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. 
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  Namun, sampai saat ini belum ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
terbaru yang mengatur tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 yang 
mengatur tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan 
masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yang notabenenya sudah tidak berlaku lagi. Untuk 
menyikapi hal ini maka muncullah Draft 15 Juni 2016 yaitu rancangan Peraturan 
Pemerinttah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren. Dalam draft 
rancangan peraturan pemerintah ini memuat tentang ketentuan umum; urusan 
pemerintahan konkuren; pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; 
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pusat; 
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah; 
penatalaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 
daerah; pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; ketentuan lain-lain; ketentuan 
peralihan; dan ketentuan penutup. 
  Karena Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
Konkuren masih dalam tahap revisi maka, dalam melaksanakan kewenangannya, 
Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo berpedoman pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah yang lahir karena untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dari 
Peraturan Daerah inilah yang kemudian melahirkan Peraturan Bupati Wajo 
Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Perincian Tugas 
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dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kedudayaan Pemerintah 
Kabupaten Wajo. 
  Dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan 
Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kedudayaan Pemerintah Kabupaten Wajo sudah diatur jelas harus 
bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo melaksanakan kewenangannya. 
Namun, terdapat sedikit kekeliruan dalam hal susunan organisasi Dinas 
Pendidikan Kabupaten Wajo yang terantum dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 
55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kedudayaan Pemerintah 
Kabupaten Wajo. 
  Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo dalam Peraturan 
Bupati Wajo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, 
Perincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kedudayaan 
Pemerintah Kabupaten Wajo, memiliki 5 bidang yaitu bidang pembinaan 
Pembinaan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan 
Sekolah Dasar, bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama, bidang 
kebudayaan, dan bidang pembinaan ketenagaan. Sedangkan menurut Peraturann 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perrangkat Daerah Paragraf 4 Pasal 81 
Ayat 1 menyebutkan bahwa “Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 
(satu) secretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Dinas Pendidikan 
Kabupaten Wajo termasuk daerah tipe A namun memiliki 5 bidang yang 
seharusnya hanya maksimal memiliki 4 bidang saja. 
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C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Urusan 
Konkuren Dibidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Wajo 
  Dalam pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo 
setelah berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 memilki beberapa fakktor 
yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Faktor-faktor 
tersebut dibagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. 
1. Faktor Pendukung 
a. Pengelolaan pendidikan menjadi lebih fokus dan efisien. Adanya 
pengalihan kewenangan manajemen pendidikan berimplikasi 
mengurangi sub urusan Dinas Pendidikan Kabupate Wajo yang 
mulanya mengurusi manajemen pendidikan PAUDNI, manajemen 
pendidikan Dikdas, dan manajemen pendidikan menengah berubah 
menjadi 2 sub urusan manajemen saja diluar manajemen pendidikan 
menengah sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo bisa lebih 
mengoptimalkan kinerjanya. 
b. Adanya harapan peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru yang 
berada dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Beralihnya 
kewenangan manajemen pendidikan menengah dari pemerintah daerah 
kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi menimbulkan ide baru 
bagi kesejahteraan guru. Pasalnya, guru-guru menengah atas yang 
ditangani oleh provinsi sekarang disediakan perumahan khusus guru 
yang bekerjasama dengan kementerian perumahan. Hal ini memotivasi 
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Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo untuk meniru hal tersebut demi 
peningkatan kesejahteraan guru-guru. 
 
2. Faktor Penghambat 
a. Masih adanya kesalahan teknis setelah kewenanngan pengalihan 
pengelolaan manajemen pendidikan menengah diberlakukan. Hal ini 
dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas Kabupaten Wajo Drs. H. 
Jasman Juanda, M.Si bahwa “masih ada Sekolah Menengah Atas yang 
menyetor berkasnya di kabupaten terus ada juga sekolah yang masih 
menggunakan kop kabupaten”. 
b. Berkurangnya asset, anggaran, dan sumber daya manusia pada Dinas 
Pendidikan Kabupaten Wajo. Dengan adanya pengalihan kewenangan 
manajemen pendidikan menengah berarti semua asset, anggaran,  dan 
sumber daya manusia yang mulanya dimiliki oleh Dinas Pendidikan 
Kabupaten Wajo harus pula ikut dialihkan ke daerah provinsi.  
c. Jauhnya jarak tempuh antara daerah kabupaten/kota dengan daerah 
provinsi. Adapun jarak yang harus ditempuh untuk mencapai daerah 
provinsi dari Kabupaten Wajo yaitu berkisar 200km dengan rentan 
waktu 5-6 jam perjalanan. Hal ini menjadi kendala jika ada urusan 
yang mendesak yang harus diselesaikan. 
d. Kurangnya integritas Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Wajo. Hal ini dialami langsung oleh penulis pada saat 
melakukan penelitian. Ada aparatur sipil Negara yang sedang tidak 
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berada di kantor pada saat jam kerja sehingga  jika kita ingin berurusan 
dengan aparatur sipil Negara tersebut, kita harus menunggu sampai 
mereka tiba kembali di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. 
e. Belum adanya pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
konkuren. Hal ini dikarenakan draft rancangan Peraturan Pemerinttah 
tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren masih dalam 
tahap revisi. Peraturan pemerintah inilah yang nantinya menjadi 
landasan bertindak pemerintah daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
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  Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan beserta teori-teori dan 
dilengkapi data-data yang ditemukan pada saat penelitian, penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa: 
1. Pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan konkuren dibidang 
pendidikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi mengurangi kewenangan 
pemerintah kabupaten/kota berupa pengalihan manajemen pendidikan 
menengah ke pemerintah daerah provinsi. Namun, pengalihan tersebut 
bertentangan dengan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah provinsi. 
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Dinas 
Pendidikan yaitu: faktor pendukung berupa pengelolaan manajemen 
pendidikan menjadi lebih fokus dan lebih efisien dan adanya harapan 
peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru. Sedangkan faktor 
penghambatnya yaitu: masih adanya kesalahan administrasi, berkurangnya 
asset, anggaran, dan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Wajo, jauhnya jarak tempuh antara daerah provinsi dengan 
daerah kabupaten.kota, kurangnya integritas Aparatur Sipil Negara, serta 
belum adanya pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
konkuren.  
B. SARAN 
1. Hendaknya kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah 
dikembalikan pada pemerintah kabupaten/kota dengan merevisi Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat 
bahwa pendidikan menengah tidak termasuk kriteria urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sementara kewenangan 
pemerintah provinsi kembali seperti yang tertera pada Undang-Undang 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
2. Hendaknya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Wajo 
lebih dioptimalkan dengan memperhatikan upah/gaji yang memiliki 
standar tertentu serta Aparatur Sipil Negera Kabupaten Wajo lebih 
memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. 
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